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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

1. Ketentuan penanaman modal di Indonesia pada dasarnya telah diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 (Undang-Undang 

Penanaman Modal), peraturan bidang usaha serta perizinan berbasis 

risiko. Pelindungan hukum bagi penanam modal pada unit usaha Putri 

Tunggal Magetan belum berjalan dengan optimal, karena hubungan 

hukum antara penanam modal dan pengelola tidak dituangkan dalam 

perjanjian secara tertulis. Perjanjian yang tidak dituangkan secara tertulis 

menyebabkan tidak ada kejelasan mengenai prestasi di antara para pihak, 

pembagian keuntungan, maupun mekanisme penyelesaian sengketa. 

Dalam penulisan hukum ini, penulis menguraikan terjadinya perbuatan 

wanprestasi yang dilakukan oleh unit usaha Putri Tunggal Magetan 

terhadap para investor atau penanam modal pada unit usaha tersebut. 

Bentuk wanprestasi tersebut yaitu keterlambatan penyerahan keuntungan 

dan hal tersebut diselesaikan hanya melalui negosiasi informal yang 

tidak memberikan kepastian hukum.  

2. Secara normatif, penanam modal perseorangan memperoleh pelindungan 

hukum melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang 

Penanaman Modal, KUHPerdata dan legalitas usaha melalui NIB. Pada 
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unit usaha Putri Tunggal Magetan, tidak berjalan efektif karena tidak ada 

pemisahan harta pribadi dan harta usaha serta tidak adanya kontrak 

tertulis yang menjadi dasar gugatan pemenuhan prestasi maupun ganti 

rugi. Berdasarkan hal tersebut, pelindungan hukum secara normatif tidak 

dapat terwujud secara substantif tanpa kepatuhan terhadap aspek 

administratif dan kontraktual sebagai prasyarat utama dalam hubungan 

penanaman modal.  

B. Saran   

1. Saran bagi Pengelola Unit Usaha Putri Tunggal Magetan 

  Pengelola unit usaha Putri Tunggal Magetan perlu segera menyusun 

perjanjian tertulis antara pengelola dengan investor atau penanam modal. 

Kemudian perjanjian tertulis tersebut perlu dibuat secara komprehensif 

sebagai dasar hubungan hukum dengan para pihak. Pengelola wajib 

memastikan kepatuhan administratif, khususnya terkait penerbitan NIB 

(Nomor Induk Berusaha) melalui OSS (Online Single Submission), 

sehingga kegiatan usaha tersebut memiliki legitimasi hukum yang jelas.  

2. Saran bagi Penanam Modal  

   Para penanam modal perlu memastikan bahwa seluruh ketentuan 

sudah dituangkan dalam perjanjian tertulis yang jelas, termasuk mengenai 

besaran modal, pembagian keuntungan dan mekanisme penyelesaian 

sengketa. Penanam modal dapat menuntut pemenuhan prestasi secara lebih 
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efektif, jika terdapat dasar hukum yang kuat. Penanam modal juga perlu 

meningkatkan pemahaman hukum melalui pendampingan ahli sebelum 

menanamkan modal guna untuk mencegah kerugian dan kesalahpahaman 

lebih lanjut.  

3. Saran bagi Pemerintah 

  Pemerintah daerah perlu memperkuat pengawasan terkait kepatuhan 

administrasi usaha, terutama memastikan setiap pelaku usaha memiliki 

NIB dan memenuhi ketentuan OSS. Pemerintah dalam hal ini perlu 

mengoptimalkan fasilitas penyelesaian sengketa seperti (Investment 

Dispute Mediation Service) IDMS dengan menyediakan mediator 

bersertifikat yang mudah diakses pelaku usaha dan masyarakat. Pemerintah 

juga diharapkan meningkatkan program edukasi dan pendampingan hukum 

bagi pelaku usaha dan penanam modal, seperti pelatihan penyusunan 

kontrak, pemahaman perizinan serta literasi hukum dasar.  
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